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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang menawarkan ssteral yang adil dan
bermartabat. Islam adalah agama revolusioner yaemparjuangkan nilai-nilai
humanisme. Islam datang sebagai agama yang menkhebasanusia dari
tindakan-tindakan diskriminatif. Islam datang untujkmbebaskan golongan lemah
dari aniaya golongan kuat, dari eksploitasi si kégenadap si miskin, bahkan
membebaskan manusia dari superioritas rasiddlam sebagai agama yang
sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salafyazadalah mu’amaléh.

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan godaim dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yditekukan agar apa yang
menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilahuhglaan timbal balik antara
individu satu dengan yang lainnya. Hubungan iniadagilakukan dalam segala
bentuk bidang kehidupan; baik itu politik, pertalankeamanan, pendidikan,

hukum, ekonomi, dan sebagainya. Di bidang ekonbamyak hubungan yang bisa

! Eggi SudjanaBayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengerirgpgyakarta: CV. Adipura,
2000, hal. 65.

2 Muamalah secara harfiah berarti “pergaulan” dtabungan antar manusia. Dalam pengertian
harfiah yang bersifat umum, mu'amalah berarti paetho atau pergaulan manusia di luar ibadah.
Mu’amalah merupakan perbuatan manusia dalam memjalbungan atau pergaulan antar sesama manusia.
(Baca: Ghufron A. Mas’adirigh Mu’amalah Kontekstualakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal.
1)



dilakukan, diantaranya: jual beli, pinjam meminjamutang piutang, perkongsian,
sewa menyewa, dan sebagainya.

Sewa menyewa adalah salah satu bentuk transaksomkoDalam Islam
sewa menyewa disebut denggerah. Sewa menyewa atajarah disini bukan
hanya pemanfaatan barang tetapi juga pemanfaatagaeatau jasa yang disebut
upah mengupah.

ljarah berasal dari katajru yang berartiwadhu (pengganti). Darisawab
(pahala) disebut juga dengajru (upah). Dalam syaraijarah adalah jenis akad
untuk mengambil manfaat dengan kompen$asiak semua harta boleh diakadkan
jjarah atasnya. Obyek ijarah harus diketahui manj@a secara jelas, dapat
diserahterimakan secara langsung, pemanfaatandgk btertentangan dengan
hukum syara’, obyek yang disewakan adalah manéasuing dari sebuah benda
dan harta benda yang menjadi obyjekah adalah harta yang bersifisti'maly.*
Untuk terpenuhinya transakgarah harus adamu’jir dan musta’jir, yaitu orang
yang memberikan upah dan yang menerima upah.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterinmdilayatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atabepekerja kepada pekerja
atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menunatus perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangamsigc tunjangan bagi pekerja

atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaaatdanasa yang telah atau akan

% Sayyid SabigFigih SunnahJilid 4, Jakarta: Pena pundit Aksara, 2006, 2@3.
* Ghufron A. Mas’adiOp. Cit, hal. 184



dilakukan.”> Menurut Profesor Benham yang dikutip Afzalur Rahmaalam
bukunya “Doktrin Ekonomi Islam”, upah adalah sejamiuang yang dibayarkan
oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorakeyjpeatas jasanya sesuai
perjanjian’

Dalam Islam, sistem pengupahan ini diatur dalamuhuKkkontrak kerja”
(Al-ljarah). Karena kontrak kerja adalah memanfaatkan jes@ase yang dikontrak
dengan imbalan upah, maka seseorang yang diko(Wjal haruslah dijelaskan
bentuk kerjanya, batas waktunya, upahnya, sertapbemesar tenaga atau
ketrampilan yang harus dikeluarkaAgar tidak terjadi masalah setelah pekerjaan
tersebut dilaksanakan, selain itu juga untuk keamagan kedua belah pihak.

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti ailendapatkan imbalan
dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tekdn dirugikan. Sehingga
terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalath BI-Jaatsiyah: 22 Allah

berfirman:
gl LAy oS Uy o I iy oy ol cnplatdy A 3l

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dgan tujuan yang benar dan
agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dijekannya, dan mereka
tidak akan dirugikan”. (Al-jaatsiyat: 22)

® Pasal 1 UU No. 3 tahun 2003 Tentang Ketenagaker@. Cipta Jaya, 2003, hal. 5

® Afzalur Rahmanpoktrin Ekonomi IslamJilid 2, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995,
hal. 361.

" Eggi SudjanaQp. Cit, hal. 68

8 Departemen Agamal-Qur'an dan TerjemahnyaMadinah: Mujamma® Khadim Al Haramain
Al Malik Fahd li Thiba at Al Mush-haf Asy Syarif9r1, hal. 818.



Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepad@seekerja sesuai
dengan apa yang telah disumbangkan dalam prosdsksioJika ada pengurangan
dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnyabsingsih mereka hal itu
dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat emperjelas bahwa upah setiap
orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dabaugsihnya dalam kerjasama
produksi. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurgnga tidak lebih dari apa yang
telah dikerjakannya.

Seorang majikan yang baik adalah mereka yang méamkp&an pekerjanya
dengan adil. Yang selalu memenuhi kebutuhan ha& pakerjanya. Islam tidak
membenarkan jika seorang pekerja yang telah meinigantiang dan bercucuran
keringat tidak mendapatkan upah dari jerih payalitoyatau dikurangi atau ditunda
pemberiannya’ Dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Magdalah
sebagai berikut:
bl Or ) 0 el e U abdl Apdae (gt g W Ssaall a1 gy (aliall Liaa
poaal) ) shel ralu g adle 4 L d sy JB 0B ¢ jae 00 dil ae (e 4l o
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Artinya: “Berkata kepada kami Abbas Ibnu Walid Ad-Dimasggrkata kepada
kami Wahab Ibnu Atiyyah Al-Salami, berkata kepaamikAbdurrahman
Ibnu Zaid Ibnu Aslam, dari ayahnya, dari Abdullabnt Umar; dia
berkata: bersabda Rasulullah SAW: “berikanlah upadpada pekerjamu
sebelum kering keringatnya”. (HR. lbnu Majah)

® Afzalur RahmanQp. Cit, hal. 361.

9 yusuf QardhawiNorma dan Etika Ekonomi Islardakarta: Gema Insani Press, 1997, hal. 231.

1 Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qozmy Ibnu Majah,Musnad Sunan Ibnu
Majah, Juz 2, Darul Fikri, tt, hal. 817



Jika hal ini dilakukan, maka majikan tersebut tetablakukan kezaliman
yang tidak disukai Allah. Sebagaimana sabda NaWSA
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Artinya: “Berkata kepada kami Suwaid Ibnu Sa’id, berkataakizpkami Yahya
Ibnu Salim, dari Ismail Ibnu Umayyah, dari Sa’idntb Abi Sa’id Al-
Magqgbury, dari Abi Hurairah berkata: bersabda Radldh SAW: “ada
tiga orang yang Aku menjadi musuh mereka di haximidt. Dan barang
siapa menjadikan-Ku musuhnya, Aku memusuhinya rdikieamat, yaitu:
orang yang berjanji dengan nama-Ku kemudian ia biarkat, orang yang
menjual manusia merdeka dan ia makan harganya, s#meorang yang
mempekerjakan buruh lalu ia ambil (tenaganya) dengakup tetapi ia
tidak membayar gajinya”. (HR. Ibnu Majah).

Jadi setelah seorang pekerja itu selesai mengarjadderjaannya maka dia
berhak mendapatkan upahnya.

Upah yang dibayarkan kepada buruh dapat berbentkg,unamun
demikian upah dapat diberikan dalam bentuk lairal Askan minuman keras, obat-
obatan, atau bahan obat-obatan. Upah dalam beatuktdrsebut nilainya tidak
boleh melebihi 25 % dari nilai upah yang seharusdigarima’® Adapun jika

berbentuk uang maka pembayarannya harus dilakukamdpembayaran yang sah

di Indonesia. Selain itu upah juga dapat diberitalam bentuk barang keperluan

'21bid, hal. 816.
13 Tim PMK-HKBP JakartaPengetahuan Dasar Tentang Hak-Hak Burdhkarta: Yakoma-PGl,
1999, hal. 7.



sehari-hari. Adapun bentuk upahnya haruslah dkalasebagaimana hadits Nabi
dari Abu Said:
wgﬂ\qﬁm@i&ﬁmﬁ\&qm@qmm@ym;dﬁgﬁighm\mmh
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Artinya: “Berkata kepada kami Abdullah, ayahku berkata ddgku: berkata

kepada kami Khumad dari Khumad dari Ibrahim darii Aa’id Al-

Khudry, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang mearjpkéin

seorang buruh sehingga terang padanya apa jenishoypa Dan

melarang dari barang-barang najis, barang yang djaeg, dan
menjatuhkan batu.” (HR. Ahmad)

Terhadap beberapa sistem pengupahan dalam suatundanb kerja,
diantaranya adalah sistem upah borongan. Yaitu wmalg didasarkan atas
perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan terteatara menyelurufi.Selain itu
juga terdapat sistem upah permufakatan, yaitu sg&tem pemberian upah
pembayarannya diberikan kepada sekelompok burutMgggyang selanjutnya
akan dibagikan diantara mereka sentfidadi menurut sistem ini, upah tersebut
tidak dibayarkan perorangan. Untuk upah borongesabya majikan tidak terlalu
mementingkan bagaimana cara pekerjaan itu dilakuigang terpenting adalah
hasil yang diberikan kepadanya dalam keadaan baik.

Pengupahan tidak hanya dilaksanakan oleh sektoralosaja, tetapi juga

sektor informal. Sektor formal adalah suatu sekkegiatan ekonomi yang

“Muhammad Abdus Salam Adbus Syafusnad Al-lmam Ahmad Ibnu Hanbduz: 3, Beirut:
Daar Al-Kutub Al-limiyyah, tt, hal. 84.

15 A. Ridwan Halim,Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawalakarta: Ghalia Indonesia, tt, hal.
85.

18 |bid.



terstandarisasi melalui regulasi pemerintah yanglirteatas aspek perizinan,
registrasi, standar kualitas, ketenagakerjaan,pagk. Sedangkan sektor informal
adalah kebalikan dari sektor formalSektor informal menawarkan pekerjaan bagi
orang-orang yang tidak terserap dalam sektor forbhaduk itulah sektor informal
lazim disebut sebagai respons terhadap kemiskiaag gialami oleh masyarakat.
Contoh sektor informal adalah pedagang kaki limarung-warung, pasar,
transportasi, industri pengolahan, bangunan, bpeutanian, dan jasa mapak kapal.
Untuk sektor informal tidak ada jaminan untuk pbreiuh yang dapat melindungi
hak-haknya. Akan tetapi karena kemiskinan merekaptédertahan meskipun
terkadang dirasa tidak adil dalam hubungan timbaikbantara pekerja dan
majikan.

Sektor informal sebagai pilihan masyarakat setetaneka tidak terserap
dalam sektor formal. Salah satu sektor informaladdpelayanan jasaapakkapal
di Tempat Pelelangan lkan (TPI) Desa Tasikagung Rembang Kab. Rembang.

Desa Tasikagung adalah desa nelayan yang sebagsan penduduknya
menggantungkan hidupnya dari laut. Namun tidak sependuduk menangkap
ikan di laut, melainkan mereka hanya bekerja daddaaja atau disebuthocok
(buruh). Mereka bekerja di TPl yang merupakan témiperlabuhnya kapal

penangkap ikan dan tempat transaksi jual beli ikan.

" Anne Friday Safaria, dkkiHubungan Perburuhan di Sektor Informal, Permasatatdan
ProspekBandung: Akatiga, 2003, hal. 4.



Pada saat kapal datang dan merapat, maka hadilafzang akan dibawa ke
TPI1 untuk dilelangkan. Untuk itu juragan kapal meroiinkan jasa orang lain selain
ABK (Anak Buah Kapal) untuk mengangkutnya. Selaamgmngkutan, dibutuhkan
keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengaberghan kapal dan
kebutuhan kapal seperti es dan air bersih. Disinjesa parapemapakkapal
dibutuhkan.

Jasamapakkapal ini berbentuk permufakatan yang diketuahdeorang
pemilik jasapapakan Mereka tidak bekerja perindividu melainkan beksajma.
Upah yang mereka peroleh bukanlah berupa uang mkaelaiberupa ikan yang
berbeda harganya, tergantung jenis dan musimnka.kdipal mendapatkan hasil
tangkapan maka mereka mendapatkan upah tersetayi, jtka tidak mendapatkan
hasil tangkapan, mereka tidak mendapatkan upahgddejanji mereka akan diberi
upah jika mendapatkan hasil, tapi upah yang diberikidak dua kali lipat
melainkan hanya dilebihkan sedikit saja. Atau jilkdak mendapatkan hasil lagi,
buruh akan diberi upah dengan uang sekedarnyaRBajai dapat dilihat adanya
ketidakjelasan upah.

Berangkat dari uraian diatas, maka yang menjadapgaan penulis, apakah
sistem pelaksanaan upah dalam hal ini upahrjegaakkapal sudah sesuai dengan
syari'at Islam?. Dalam hal ini, penulis mencoba dlisnya sebagai karya skripsi
dengan judul*PELAKSANAAN UPAH JASA MAPAK KAPAL DI TEMPAT
PELELANGAN IKAN (TPl) DESA TASIKAGUNG KECAMATAN

REMBANG KABUPATEN REMBANG”.



Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikakan, maka penulis
akan merumuskan beberapa pokok masalah yang alarpgabahasan dalam
skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebulatda
1. Bagaimana sistem pelaksanaan upah faapakkapal di Tempat Pelelangan
Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabanpembang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistenkgateaan upah jasaapak
kapal di Tempat Pelelangan lkan (TPI) Desa Tasikgd€ecamatan Rembang

Kabupaten Rembang?

Tujuan Penulisan Skripsi
Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebbgekut:

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan upah jaspak kapal di Tempat
Pelelangan lkan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan bBRegh Kabupaten
Rembang.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji pandangan hukum Ideradap sistem
pelaksanaan upah jasaapak kapal di Tempat Pelelangan lkan (TPI) Desa

Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Telaah Pustaka
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Permasalahan pengupahan bukanlah hal yang bark drangkat dalam
sebuah penulisan skripsi maupun literatur lainlgebelumnya telah banyak buku-
buku atau karya ilmiah lainnya yang membahas tgns@ah, diantaranya yaitu:

Buku yang berjudufBayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering”
karya Eggi Sudjana. Dalam buku ini dibahas perbamutean ketenagakerjaan yang
ada di Indonesia, pembaharuan perburuhan, dan kempetburuhan. Sedangkan
mengenai upah Eggi tidak membahasnya secara rDie. mengkhususkan
pembahasannya pada Tenaga dan Upah. Menurutnya $elayaknya memperoleh
upah yang proporsional melalui pendekatan yang siawu Pemenuhan
kebutuhan dasar manusia (butsarman) merupakamdistgar yang manusiawi.

Dalam bukunya Doktrin Ekonomi Islarf)y Afzalur Rahman juga membahas
tentang upah. Dia membahas permasalahan sekitar dipataranya; pentingnya
upah, penetapan upah, tingkat upah, kestabilan, @i@@hupah menurut pandangan
Islam secara umum.

Tulisan yang berbentuk skripsi misalnydirfjauan Hukum Islam Tentang
Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa aehgleh Afifah Nurul
Jannah (042311196). Membahas tentang bagaimaeansmgngupahan di Masjid
Agung Jawa Tengah. Hasil penelitiannya menyebultkediwa Masjid Agung Jawa
Tengah dalam memberikan upah sudah sesuai dengammhislam, yaitu

memberikan gaji sesuai dengan pekerjaan masingim&siryawan dengan tetap

10
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memperhatikan hak-hak yang lain seperti upah lemimmg insentif, dana sosial,
jaminan kesehatan, dsb.

Skripsi Akhmad Zaenut Tholibin (2102074), dengamluju“ Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Kesehatan MenurtdaéPdo. 25 Tahun 2001
Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskedfadsipaten Kendal (Studi
Kasus di Puskesmas Pegandon Kerid@grpendapat bahwa sistem pembayaran
yang ada di puskesmas bertumpu pada Perda No.Hhfm 2001 dan dalam
pelaksanaannya melakukan akad tidak bertentangagadehukum Islam, karena
antara pihak pasien dan puskesmas (dokter, perpaatmedis) saling rela tanpa
adanya suatu bentuk paksaan atau keterpak3aan.

Skripsi lid Syafidrodin (042311138), dengan jud&#landangan Hukum
Islam Terhadap Implementasi SK Gubernur Nomor 562/2008 Tentang Upah
Minimum Daerah Jawa Tengah (Studi Kasus UMK Di Rum&akit
Muhammadiyah Darul Istigomah Kaliwungu KendalBerpendapat bahwa upah
yang di berikan oleh pihak Rumah Sakit Muhammadiy@arul Istigomah
Kaliwungu Kendal meliputi gaji total beserta turgan-tunjangannya. Akan tetapi
dalam pemenuhan pengupahan masih belum memenuéitisgpng telah di

putuskan oleh Gubernur Jawa Tengah nomor 561.4)82/&ntang upah minimum

18 Afifah Nurul JannahTinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Kagyadi Masjid

Agung Jawa TengahSkripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Jurusan Mu’amal®emarang: Perpustakaan
Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008. $a

19 Akhmad Zainuttolibin Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Kesehatanuvut Perda

No. 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kaaealdi Puskesmas Kabupaten Kendal (Studi Kasus
dii Puskesmas Pegandon KendaBkripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amaémarang:
Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Samgy2007. hal. 67
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daerah Jawa Tengah. Jika melihat empat hal yangadigrarameter Islam dalam
melaksanakan konsep pengupahan, yaitu moralitasyasokerja, kelayakan dan
keadilan, maka banyak kesesuaian yang ditemukdapiTada juga beberapa point
yang tidak sesud&P

Skripsi karya Thorig Sholikhul Karim (2101306), gaberjudul“Analisis
Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (StudiukaP.T. Karya Toha
Putra Semarang)”.Dalam skripsinya dibahas tantaBgtem upah karyawan P.T
Karya Toha Putra Semarang yang diselenggarakan dstsar golongan yang
meliputi golongan I, Il, Ill dan IV yang sistem pgntungannya memiliki
kesamaan. Namun ada aspek yang tidak bisa dipeidd@ Hal ini
mengindikasikan bahwa sistem upah di P.T Karya TBhf#ta Semarang tidak
seluruhnya sesuai dengan hukum Isfam.

Meskipun telah banyak skripsi dan literatur yangnbehas tentang
pengupahan namun tidak menutup kemungkinan bagilipeantuk menyusun
skripsi tentang upah menurut sudut pandang yarngedar Dan skripsi yang akan
penulis susun juga berbeda dengan skripsi yanky éela.

Jika skripsi yang telah ada membahas tentang spddeksanaan upah pada

instansi-instansi atau sektor formal yang telah pwamai regulasi yang jelas

2 |id Syafridodin, Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi SK fGubeNomor

561.4/52/2008 Tentang Upah Minimum Daerah Jawa &bn{Studi Kasus UMK Di Rumah Sakit
Muhammadiyah Darul Istigomah Kaliwungu Kendalpkripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Jurusan
Mu“amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Sya#ilNhwWalisongo Semarang, 2009.

% Thorig Sholikhul KarimAnalisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karya¢&tndi Kasus

P.T. KaryaToha Putra Semarang)Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Jurusan Mu dmabemarang:
Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Sanmr2006
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tentang pengupahan, tidak demikian halnya dengapsskang akan penulis bahas.
Penulis akan membahas pengupahan pada sektor af@giain itu permasalahan
yang akan dibahas juga berbeda. Karena disini f{genakan membahas
ketidakjelasan upah dan bagaimana pembayaran wham dektor Informal yakni

di Tempat Pelelangan lkan Desa Tasikagung KecamBgmbang Kabupaten

Rembang.

E. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitianagdalah penelitian
lapangan FKield Research yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan
dilingkungan masyarakat tertentu baik di lembagabaga, organisasi
masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintdhdenis penelitian ini
digunakan untuk meneliti pelaksanaan upah jasa knkppal di TPl Desa
Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
2. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan objek penelftf®etiap orang yang
akan melakukan penelitian sudah barang tentu merolljek yang akan

menjadi sasarannya, maka dalam penelitian ini yaegjadi populasinya

22 sumadi Suryabratéjetodologi PenelitianJakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. Ke-2, 1998, 22l.
% Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praki#kiarta:Rineka Cipta,
1998, him. 115
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adalah seluruh komponen yang merupakan subyek tetigat secara
langsung dalam pengupahan jasapakkapal di TPl Desa Tasikagung
Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yaitu buorapak kapal,
pemilik jasapapakandan juragan kapal.
b. Sampel
Karena tidak mungkin seluruh populasi diteliti, raakukup
digunakan sampel untuk menggeneralisasikan atagandsil kesimpulan
dari populasf* Pengambilan sampel dalam penelitian ini adplaiposive
sample(sampel keterwakilan).
Adapun purposive sampel disini adalah pemilik jpapakan dan
juragan kapal serta melibatkan para buruh untuk peeoteh informasi
yang tidak hanya sepihak. Untuk pengambilan sanmpdianya diambil
beberapa orang untuk mewakili.
Sumber Data

Ada dua macam sumber data dalam penelitian sknpsi untuk
mendukung informasi atau data yang akan digunalanrd penelitian, dua
sumber data tersebut adalah:
a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh Uswggsiari
subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukatan alat

pengambilan data langsung pada subyek sebagai sunfienasi yang

21bid, him. 117
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dicari.?® Data ini diperoleh langsung dari masyarakat DeasikBgung
Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
b. Sumber Data Skunder
Sumber data skunder adalah data yang diperoleh |gtvak lain,
tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subgekelitianny&?® Data ini
diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yaag tersedia.
Metode Pengumpulan Data
Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan dgag akurat di
lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai deolggek yang akan
diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis mggunakan beberapa
metode:
a. Metode Observasi
Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatakni
mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panoara manusia
(penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk ngkap gejala yang
diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk satagp dianalisig’
Metode ini penulis gunakan untuk mengamati fenomsosial yang
tumbuh dan berkembang di TPI Desa Tasikagung Keeemfaembang
Kabupaten Rembang.

b. Metode Wawancara (Interview)

2: Saifuddin AzwarMetode PenelitianYogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal. 91
Ibid
%" Rianto Adi,Metodologi Penelitian sosial dan Hukydakarta: Granit, 2004, hal. 70.
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Wawancara merupakan salah satu metode pengumpuatn d
dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak abtadoungan pribadi
antara pengumpul data (pewawancara) dengan suratefrdspondery.
Dalam metode ini penulis akan melakukan wawancacara langsung
kepada responden, diantaranya yaitu: buruh ataerjpglsamapakkapal,

pemilik jasamapakkapal, dan juragan kapal.

c. Metode Dokumentasi
Dalam melaksanakan metode dokumentasi maka pemsicari
dalam dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperlsudah tertulis
atau diolah oleh orang lain atau suatu lembagagatekata lain datanya
sudah “mateng” (jadi), dan disebut data sekundaesalMya surat-surat,
catatan harian, laporan, dan sebagainya yang nempdata yang
berbentuk tulisafA’
Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam peneliieadalah metode
diskriptif analisis, yakni prosedur atau cara mesdan masalah penelitian
dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidike¢sang, lembaga,

masyarakat, pabrik, dll) sebagaimana adanya beidasdakta-fakta yang

*% |bid, hal 72
# Rianto Adi,Op. Cit, hal. 61.
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aktual pada saat sekarafySetelah data terkumpul maka penulis akan

menganalisisnya.

F. Sistematika Penulisan
Untuk dapat memahami dengan mudabh isi skripsi adaseluruhan, maka
penulis akan menguraikannya dengan sistematikayaebarikut:
Bab | : Pendahuluan
Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belgkarumusan
masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaksode penelitian, dan
sistematika penulisan skripsi.
Bab Il : Sistem Upah Dalam Hukum Islam
Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakéuk membahas
bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi: pengertigTahy dasar hukum
upah, rukun dan syarat upah, macam-macam upah alambénerima
upah.
Bab Il : Pelaksanaan Upah Jasa Mapak Kapal di B¢mplelangan Ikan (TPI)
Desa Tasikagung Kec. Rembang Kab. Rembang.
Bab ini merupakan data-data yang diperoleh dagngpn yang kemudian
sebagai acuan untuk analisis pada bab IV. Bab igipoti keadaan

monografi dan demografi Desa Tasikagung KecamatambRng

% Hadari Nawawi dan Martini Hadarinstrumen Penelitian Bidang Sosialogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 1995, hal. 67.
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Kabupaten Rembang, Profil TPl Desa Tasikagung KatamRembang
Kabupaten Rembang, juga akan menjelaskan pengerépakkapal, dan
pelaksanaan upamapakkapal di TPl Desa Tasikagung Kec. Rembang
Kab. Rembang.

Bab IV: Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksandpah JasMapakKapal Di
Tempat Pelelangan lkan (TPI) Desa Tasikagung KetmBRembang
Kabupaten Rembang.

Dalam bab ini, sabagai inti dari penulisan skriggnulis akan
menganalisa pelaksanaan upah jaspakkapal di Tempat Pelelangan
Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang KaeapRembang
menurut hukum Islam.

Bab V : Penutup
Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini. iBiekesimpulan yang
merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan peagktrhadap pokok

masalah, saran-saran, dan penutup.
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